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Abstrak 

 Penelitian ini membahas kepastian hukum wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) melalui penerapan prinsip proporsionalitas, dengan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 65 PK/TUN/2023 sebagai objek kajian utama. Pengaturan batas kewenangan PPAT 

dalam PP 37/1998 jo. PP 24/2016 sering menimbulkan persoalan ketika diterapkan secara 

rigid, khususnya di kawasan perbatasan administratif yang dalam praktik berfungsi sebagai 

satu kesatuan sosial-ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara 

kepastian hukum yang bersifat formal dan tuntutan keadilan substantif dalam pelayanan 

pertanahan. 

 Permasalahan tersebut tampak dalam sanksi pemberhentian yang dijatuhkan 

MPPD kepada PPAT karena dianggap membuat akta di luar wilayah kerja. Mahkamah 

Agung, melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menyatakan bahwa sanksi 

tersebut tidak proporsional karena tidak mempertimbangkan tingkat pelanggaran, tidak 

adanya kerugian hukum, serta fungsi pembinaan dalam pengawasan jabatan. Putusan 

ini menandai perkembangan penting dalam praktik hukum administrasi, karena 

proporsionalitas digunakan sebagai standar yuridis untuk menilai kewajaran tindakan 

pejabat publik. 

 Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan 

perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang terkait dengan kewenangan 

PPAT serta penerapan asas proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proporsionalitas berperan menyeimbangkan legalitas formal dengan keadilan 

substantif, sehingga batas wilayah kerja PPAT tidak seharusnya diterapkan secara 

kaku, tetapi ditafsirkan sesuai tujuan sosial dari pelayanan pertanahan. 

 Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman teknis yang lebih 

adaptif oleh ATR/BPN untuk mengatur batas wilayah kerja PPAT secara proporsional, 

sehingga norma administratif tetap terjaga namun tidak mengabaikan kemanfaatan dan 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, proporsionalitas dapat berfungsi efektif 

sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan norma, sekaligus memperkuat kepastian 

hukum yang berkeadilan. 

Kata kunci: PPAT, wilayah kerja, kepastian hukum, proporsionalitas, hukum 

administrasi negara. 

 

DRAFT



 
 

iv 
 

Abstract 

 This research examines the legal certainty of the territorial authority of Land 

Deed Officials (PPAT) through the application of the proportionality principle, using 

Supreme Court Decision No. 65 PK/TUN/2023 as the primary case study. The 

regulatory framework under Government Regulation No. 37/1998 as amended often 

creates practical difficulties when applied rigidly, particularly in administrative border 

areas that operate as unified socio-economic regions. This situation reveals a tension 

between formal legal certainty and the need for substantive justice in land 

administration services. 

 This issue surfaced when the PPAT Supervisory Council (MPPD) imposed a 

dismissal sanction on a PPAT for allegedly acting outside their territorial authority. 

The Supreme Court, both at the cassation and judicial review stages, held that the 

sanction was disproportionate because it failed to consider the degree of violation, 

absence of legal harm, and the supervisory function’s purpose as guidance rather than 

punishment. The decision reflects a significant development in administrative law, as 

proportionality is used as a judicial standard to evaluate the fairness of administrative 

actions. 

 Using a normative juridical method, this study analyzes statutory regulations, 

legal doctrines, and jurisprudence relevant to PPAT authority and the proportionality 

principle. The results demonstrate that proportionality is crucial in balancing formal 

legality with substantive justice, indicating that territorial boundaries should not be 

interpreted rigidly but contextually to align with the social purpose of land services. 

 The study recommends that ATR/BPN develop more adaptive technical 

guidelines to regulate PPAT territorial authority proportionally, ensuring 

administrative order while addressing public needs. This approach enables 

proportionality to operate effectively as a corrective mechanism to rigid norms and 

reinforces legally certain yet substantively just land administration practices. 

Keywords: PPAT, territorial authority, legal certainty, proportionality, administrative 

law. 
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